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ABSTRAK :

CATATAN :

- Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di bidang layanan bantuan
hukum serta perkembangan atas kebutuhan layanan advokasi, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum di lingkungan
Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No.4916), Perpres Rl 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No0.98), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No0.1031) sebagaimana telah diubah dengan
Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pernberian Bantuan Hukurn oleh Kernenterian bertujuan untuk rnenjarnin dan
rnernenuhi hak hukurn Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamwn/Mantan Wamen,
Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai dalarn rnendapatkan bantuan
penanganan Masalah Hukum, yang berdasarkan asas keadilan, persamaan di hadapan
hukurn, efisiensi, dan efektivitas. Penanganan Bantuan Hukum terdiri atas penanganan
Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan, penanganan Bantuan Hukum
yang sedang dalam proses pengadilan dan penanganan Bantuan Hukum setelah adanya
putusan pengadilan. Pemberian Bantuan Hukum oleh Kementerian diberikan kepada
Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Unit, Pejabat, Pegawai,
Pensiunan, atau Mantan Pegawai, dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro
Advokasi. Kementerian dapat menggunakan Jaksa Pengacara Negara dan/ atau
advokat untuk Masalah Hukum bidang perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa
perpajakan dan/ atau permohonan uji pengujian peraturan perundang-undangan,
sepanjang mendapatkan 1zm tertulis dari Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1023), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan diundangkan
pada tanggal 30 Desember 2022.



